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Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah menjadi perscalan dengan
cara bagaimanakah yang bersangkutan harus memajukan permohonan banding
terhadap suatu putusan dari Pengadilan Negeri mengenai kepailitan, yakni
apakah permohonan banding itu dapat diajukan menurut cara-cara yang lazim
digunakan dalam perkara-perkara perdata biasa ataukah permohonan banding
itu  harus diajukan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam
Faillissements-Verordening, dimana dalam Pasal 8 ayat (5) antara lain
ditetapkan, bahwa permohonan banding itu harus diajukan dengan suatu surat
permohonan {verzoekschrifi).

Oleh karena Faillissements-Verordening tersebut merupakan suatu
peraturan yang khusus, maka Mahkamah Agung menentukan, bahwa
permohonan banding mengenai suatu putusan kepailitan harus ditempuh
menurut  peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam  Faillissements-
Verordening tersebut.
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